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Abstrak

Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah berisi data fisik yaitu
keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah serta bagian bangunan atau bangunan yang
ada di atasnya. Pada kenyataannya masih saja terjadi kasus-kasus hilangnya sertifikat hak atas
tanah dari tangan pemiliknya, hilangnya sertifikat hak atas tanah sebagai bukti bagi pemilik
tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait pelayanan penerbitan sertifikat
pengganti karena hilang serta hambatannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.
Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerbitan sertifikat
pengganti karena hilang mulai dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk dasar laporan
kehilangan, kemudian pengecekan berkas di loket, pembayaran PNBP, melakukan sumpah,
pengumuman dikoran selesai selama 1 bulan, pengukuran tanah, pencetakan sertifikat, diparaf
Kepala Sub Seksi, Kepala Seksi dan Kepala Kantor, penulisan nomor penyelesaian, penyerahan
hasil prodak sertifikat hilangnya. Hambatan dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti
karena hilang ini adalah pemilik sertifikat itu sendiri tidak memiliki salinan fotokopi sertifikat,
syarat pemohon yang kurang lengkap, pengambilan sumpah yang tidak pasti, stok blanko
kosong, dan pengumuman di koran yang mahal. Solusinya dilakukan validasi terlebih dahulu,
dan pemohon maupun pihak loket lebih teliti dalam penyerahan dan koreksi berkas. Dapat
menambah sumber daya manusia, perlu penyampaian informasi atau sosialisasi yang sangat
jelas baik dari tata cara, syarat-syarat, maupun lainnya agar tidak ada pengembalian berkas.
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PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum.
Sebagai negara hukum, sudah
seharusnya Indonesia menjamin
setiap pemenuhan atas hak-hak
warga negaranya, memiliki rumah
untuk tinggal dan memperoleh
lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh
fasilitas kesehatan. Pemenuhan hak
tersebut dapat dipenuhi dengan
status kepemilikan atas sebidang
tanah bagi warga negaranya. Tanah
merupakan sesuatu yang tidak bisa
dipisahkan dari kehidupan
manusia, karena manusia selalu
bergantung pada tanah kapan dan
di mana saja ia berada, terutama
dalam hal mewujudkan
pembangunan. Keberadaan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) baik
dipusat maupun daerah semakin
penting seiring dengan menipisnya
lahan untuk berbagai kegiatan baik
permukiman, perkantoran, usaha,
perkebunan, tambang, dan lain-lain
yang semuanya merupakan akibat
dari lajunya pertumbuhan ekonomi
masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh BPN
guna mengatasi  permasalahan
tersebut adalah dengan
mengeluarkan kebijakan berupa
Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional =~ Republik  Indonesia
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan. Kantor Pertanahan
Kabupaten Kubu Raya berperan
mengatasi berbagai permasalahan
pertanahan. Hal ini penting
dilakukan karena jika tidak diatasi
akan terjadi konflik berlarut-larut

yang akan memberikan efek domino
terhadap bidang lainnya.

Sejak kebijakan mengenai standar
pelayanan dan pengaturan
pertanahan diimplementasikan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu
Raya, masih ada kepengurusan
pelayanan yang belum menujukan
hasil sebagaimana yang diharapkan.
Salah satunya adalah mengenai
pelayanan  penerbitan  sertifkat
pengganti karena hilang. Pelayanan
penerbitan  sertifikat  pengganti
karena hilang merupakan jenis
pelayanan yang tebilang rumit
dalam penyelesaiannya
dibandingkan dengan jenis
pelayanan lainnya.

Pelayanan ini terbilang rumit
karena banyaknya berkas yang
diselesaikan sebagian besar telah
melewati  batas waktu yang
ditetapkan sesuai standar yaitu 40
hari sesuai Peraturan Kepala Badan
Pertanahan  Nasional = Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan. Salah satu
penyebabnya adalah terlihat dari
lamanya  diproses  pengukuran
tanah karena pemegang hak sama
sekali tidak memilki salinan
sertifikat yang telah hilang sehingga
menyulitkan bagian pengukuran
untuk menetapkan letak tanah
tersebut.

Selain itu berkas yang melewati
waktu juga terdapat adanya kendala
dalam proses penyelesaian sertifikat
yaitu syarat permohonan
masyarakat yang kurang lengkap
karena kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap ketentuan
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persyaratan dan prosedur METODE
pelayanan sehingga banyak

persyaratan yang belum terpenuhi
dan berdampak terhadap proses
pelayanan oleh BPN, pengaturan
tentang  jadwal pengambilan
sumpah  yang  tidak  pasti,
pengumuman di koran yang mahal,
dan jika sertifikat yang hilang atas
nama waris, maka seluruh nama
ahli waris harus dikumpulkan dan
dijadikan saksi atas hilangnya
sertifikat tersebut.

Tabel 1. Rekapitulasi Penyelesaian Waktu
Penerbitan Sertifikat Pengganti Karena
Hilang pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Kubu Raya
Bulan Juni-Desember 2021

Sesuai Tidak
Standa .
r Sesuai
Bulan @0 (Lebih D_arl Jumlah
. 40 Hari
Hari Kerja)
Kerja) )
Berkas % | Berkas % Berkas
Juni 2 6 29 94 31
Juli 6 86 1 14 7
Agustus 7 70 3 30 10
feptembe 0 0 5 100 5
Oktober 1 8 12 92 13
i\Tovembe 1 33 2 67 3
Desember 1 17 5 83 6
Jumlah 18 24 57 76

Berdasarkan  tabel = di  atas,
menunjukan bahwa  penerbitan
sertifikat pengganti karena hilang
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kubu Raya pada bulan Juni-
Desember 2021 masih banyak
pelayanan dalam penyelesaiannya
penerbitan sertifikat melewati batas
waktu yang telah ditetapkan di
dalam prosedur pelayanan.
Berdasarkan tabel tersebut, ada 24%
tepat waktu dan 76% tidak tepat
waktu dari seluruh jumlah data
yang dipaparkan.

Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif. Data penelitian bersifat
deskriptif, data berupa narasi,
cerita, penuturan informan,
dokumen pribadi seperti foto,
catatan pribadi, perilaku, gesture,
mimikwajah dan banyak hal lainnya
yang tidak didominasi oleh data
yang  berbentuk  angka-angka
sebagaimana penelitian kualitatif
(Idrus, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan
dapat diukur tingkat
keberhasilannya dari ukuran tujuan
kebijakan yang Dbersifat realistis
dengan sosio-kultur yang ada di
level pelaksana kebijakan.pada
kasus ini, tujuan dari PERKBN
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan adalah untuk pelayanan
kepada masyarakat sesuai
kebutuhan masyarakat tersebut dan
tujuan ini sudah tercapai.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi
kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumber
daya yang tersedia. Manusia
merupakan sumber daya terpenting
dalam menentukan suatu
keberhasilan proses implementasi.
sumber daya manusia yang dimiliki
kantor Pertanahan Kabupaten Kubu
Raya masih kurang, dari faktor
biaya sudah tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 128
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Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
dan dari faktor sarana dan
prasarana tiga narasumber
berpendapat sudah memadai dan
dalam  kondisi  yang  baik.
Berdasarkan hasil observasi
mengungkapkan bahwa sarana dan
prasarana yang dimiliki dalam
mendukung implementasi PERKBN
Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan khususnya pada
penerbitan sertifikat hilang vyaitu,
komputer, alat tulis kantor, printer,
mesin  fotokopi,  wifi, listrik,
kendaraan dinas, toilet, ruang
tunggu, mesin antrian, TV dan AC.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam suatu implementasi
kebijakan agar mencapai
keberhasilan =~ maksimal  harus

diidentifikasikan dan diketahui
karakteristik agen pelaksana yang
mencakup  struktur  birokrasi,
norma-norma, dan pola-pola
hubungan yang terjadi dalam
birokrasi. Karakteristik organisasi
pelaksana dalam implementasi
PERKBN Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan khususnya
pada penerbitan sertifikat hilang
sudah dapat diikuti dengan baik
sesuai tupoksi dan acuan yang

ditetapkan. Sehingga  bentuk
pertanggungjawaban yang
dilakukan adalah dengan
menyerahkan  pekerjaan  sesuai

tugas dan fungsi dari masing-
masing bidang.

Sikap Pelaksana Kebijakan

Implementor mungkin bisa jadi
gagal dalam melaksanakan
kebijakan, dikarenakan mereka
menolak apa yang menjadi tujuan
suatu kebijakan. Sebaliknya,
penerimaan yang menyebar dan
mendalam terhadap standar dan
tujuan kebijakan diantara mereka
yang bertanggungjawab  untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.
Sikap pelaksana kebijakan dalam
implementasi PERKBN Nomor 1
Tahun 2010 sudah dijalankan
dengan baik sesuai acuan yang
ditetapkan yaitu PERKBN Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kubu Raya.

Komunikasi Pelaksana dan
Kelompok Target

Komunikasi antar kelompok target
pada PERKBN Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan khususnya
penerbitan  sertifikat pengganti
karena hilang sudah lakukan
dengan baik dan lancar dengan
pihak loket, Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftara walaupun tidak ada
sosialisasi tetapi pemohon akan
mendapatkan  penjelasan  dan
arahan ketika mengurus pelayanan.

Lingkungan Kelompok Target

Hal terkahir yang perlu
diperhatikan guna menilai kinerja
implementasi  kebijakan  adalah
sejauh mana lingkungan eksternal
turut mendorong  keberhasilan
kebijakan publik. Kondisi
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lingkungan kelompok target pada
pelayanan  penerbitan  sertifikat
pengganti karena hilang pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu
Raya masih kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap prosedur dan
persyaratan yang diberikan, tetapi
para staf akan menjelaskan kepada
masyarakat tersebut agar
masyarakat dapat memahami apa
yang akan mereka butuhkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa dari segi
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Peraturan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional = Republik  Indonesia
Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan

Peraturan Undang-Undangan Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok  Agraria
(UUPA) 2018.
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